ang

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 22U 1y 2U1U

TENTANG

pERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2018 Triwulan I dan Triwuiin
I[I, menunjukkan adanya dinamika perubahan
kerangka ekonomi daerah, dan belum tercapainya
target indikator output kegiatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan guna menjamin konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta
efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional dan daerah, perlu mengubah
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah merupakan kewenangan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018;

<y
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Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pambail an
Lembaran Negara Republik Indonesia Non}or 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas U_ndang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Peme_rmtahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201$ Nomor 58’
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Tahun 2014 tentan
_Undang Nomor 30 18
Ugd?lrrll;ss tLrJasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
A dml o Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
ILr:3 Otl:;san Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

m

erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Perat‘ir?;a:a?{euanga” Daerah (Lembaran Negara
Penge Qk indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
E::pttx)bllan Negara Republik [ndonesia Nomor 4578);
mbar
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

«3 -

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambah
i : Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663): e

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapar}, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor ‘21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangpnan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerj_a Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Ja‘wa.Tengah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 65);
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18.

19.

20.

21.

22,

PERATURAN BUPATI
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUP

peraturan Daerah Kabupaten
2007 tentang Pokok-pokok
Pe
Daerah (Lembaran Daerah Kabur;iiga?(?ldus Tah
ahun

2007 Nomor 3, Tambah
Kabupaten Kudus Nomor 99) an  Lembaran Daerap

Peraturan Daerah Kaby

2008 tentang Tata Cargageer;yiiiisanNO;HOr 4 Tahun
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana’ penlg)endallan,
Daerah  Kabupaten  Kudus (Lembar:;n )
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, T Dbaerah
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomo; loa;? ahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten  Kudus Tahun 2005-2025

%embaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
omor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kudus Nomor 113); ’ S

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 175);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 16), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Kudus Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Bupati
cana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

tentang Ren
Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

ANG PERUBAHAN RENCANA

5
el ATEN KUDUS TAHUN

2018.

Dalam Peraturan Bupati ini yang

1.

Pasal 1
dimaksud dengan :
h kepala daerah sebagai unsur
han Daerah yang memimpin
emerintahan yang menjadi

Pemerintah Daerah ac:}ala
penyelenggara Pemerinta
pelaksanaan urusan P
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kudus.

L ALgh
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l;eranikat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

p:r?;zlenzan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Siivan Urusan ' menjad!

kewenangan Daerah. pemerintahan yang ]

Rencana Kerja Pemerintah
RKP adalah dokumen

nasional untuk periode 1 (s

yang selanjutnya disingkat
perencanaan pembangunan
atu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rfencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rgr}cana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yzng
selanjutnya disingkat  APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

9.  Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Kudus

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisah dari
Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Perubahan
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah
penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Perangkat Daerah
menetapkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah.



Pasal 4

Perubaban Repja Perangkat Daerah Tahun 2018
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijadikan dasar
Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahup
Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenaranya Ditetapkan di Rudus

No. Jabatan ' Paraf pada tanggal 16 Oktouer <L10
1. | SEXDA e

2 Ly oon | J;1 BUPATI KUDUS,

Bt U1 s yfilom— \

* 12...;\]:3'4":"1:J'.rwa RIDANG /;ﬂ

S. § BAGIAN ‘!””)T ﬁ_ MUHAMMAD TAMZIL

langkan di Kudus

10 Qxtor g 14

KRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Nt

SAM’ANI INTAKORIS

TADAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR <.

Digitally signed by

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.25

08:21:59 +07'00'
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